
No.1837, 2014 KEMENDAGRI. Perlindungan Masyarakat.
Penyelenggaraan.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman
Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



2014, No.1837 2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5.Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972
Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan
Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam
Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 200);

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009
tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat
Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan
Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja;

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian
dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.

2. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga
masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan



2014, No.18373

untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi
dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial
kemasyarakatan.

3. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas
adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan
beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali
pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan
penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat
bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan
ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

4. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang
memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan
perlindungan masyarakat.

5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat daerah kabupaten/kota.

6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain
merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
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BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat.

(2) Bupati/walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan
melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

(3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan
masyarakat.

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan
dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di
desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 4

(1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. warga Negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau
sudah menikah;

e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan

h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara
sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan
perlindungan masyarakat.
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Bagian Kedua

Perekrutan

Pasal 5

(1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di
Desa/Kelurahan.

(2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai satlinmas dengan
Keputusan Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/kota di wilayahnya.

(2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.

(3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Masa Keanggotaan

Pasal 8

(1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam
puluh) tahun atau diberhentikan.

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. pindah domisili;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;

e. melakukan perbuatan tercela; atau

f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.


